BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) sejak tahun 2018 sudah merencanakan program
peningkatan infrastruktur beberapa jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan
Selatan, di antaranya renovasi 3 (tiga) buah jembatan yang berada di kawasan
Sungai Lulut Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Banjar, yakni
Jembatan Sungai Gardu I, Jembatan Sungai Gardu Il dan Jembatan Pasar Sungai
Lulut.

Hal itu dikarenakan kondisi jembatan-jembatan tersebut yang sudah sangat
mengkhawatirkan dan membahayakan, bahkan beberapa kali memakan korban
saat para pengendara melalui jembatan tersebut dan akhirnya jatuh tercebur ke
sungai karena kurang hati-hati ditambah dengan kondisi permukaan jembatan
yang bergelombang dan miring dengan tiang pembatas yang sudah tidak berfungsi
dengan baik. Jembatan-jembatan tersebut digantikan dengan kontruksi ginder
beton yang sebelumnya berupa kontruksi ulin untuk dua di antaranya pada
Jembatan Sungai Gardu | dan Jembatan Pasar Sungai Lulut, dan satu jembatan
dibangun dengan model box culvert untuk Jembatan Sungai Gardu 1.

Kawasan Sungai Lulut terkenal sebagai kawasan yang sangat padat dan
sering terjadi kemacetan, hal tersebut dikarenakan banyaknya berdiri perumahan

padat di sepanjang Jalan Veteran hingga Martapura Lama tersebut, juga
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sempitnya ruas jalan yang tidak sebanding dengan tingginya volume kendaraan
yang melewati dikarenakan kawasan tersebut merupakan jalur alternatif
penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar. Pembangunan
jembatan tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2019 yang
lalu dan selesai pada awal tahun 2020 juga telah diresmikan oleh Gubernur
Kalimantan Selatan tepatnya 27 Februari 2020.

Pembangunan renovasi beberapa jembatan di wilayah Sungai Lulut
tersebut Kiranya penulis anggap sebagai salah satu bentuk pencapaian visi dan
misi Kota Banjarmasin yang tercantum dalam Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) Kota Banjarmasin terkait Penataan Ruang Kota Banjarmasin
Tahun 2013-2032 untuk menciptakan situasi kehidupan kota yang aman dan
nyaman, dengan kebijakan berupa peningkatan dan penyediaan sarana dan
prasarana perkotaan, yang memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku
sehingga terjadi rasa aman dan nyaman.!

Selain itu juga berdasarkan pertimbangan perundang-undangan mengenai
pengadaan tanah bahwasanya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan,

dan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan

'Pemerintah Kota Banjarmasin, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Kota Banjarmasin Bab.2 Profil Kota Banjarmasin, him.21
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umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.?

Sebagaimana hukum Islam menjelaskan mengenai hapusnya hak milik/hak
atas tanah seseorang di antaranya karena:

1. Tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun

2. Orang yang menanami lahan yang bukan miliknya

3. Kepentingan umum

Maka, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
kiranya sudah diatur jelas, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.
Bahkan pengadaan tanah sudah dilakukan sejak awal munculnya Islam,
sepertihalnya yang dilakukan khalifah Umar bin Al Khaththab ketika melakukan
perluasan Masjid Madinah yang akhirnya menggusur dan mencabut hak atas tanah
masyarakat sekitar masjid tersebut dengan membayar ganti rugi.

Adapun instansi pemerintah yang berperan serta dalam pembangunan
peningkatan infrastruktur jembatan-jembatan di wilayah Sungai Lulut tersebut di
antaranya adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Binamarga
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggung jawab dalam

hal pelaksanaan pembangunan jembatan.

“Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



2.

58

Pemerintah Kota Banjarmasin untuk wilayah Kota Banjarmasin dan

Pemerintah Kabupaten Banjar untuk wilayah Kabupaten Banjar yang

bertanggung jawab dalam hal pengadaan tanah.

Sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum diselenggarakan oleh Pemerintah”. Maka dari itu, untuk mempercepat

rencana pembangunan peningkatan infrastruktur jembatan-jembatan tersebut,

maka setiap pemerintah daerah yang wilayahnya terkena rencana pembangunan

harus membentuk tim pengadaan tanah.

Adapun susunan Tim Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jembatan

Sungai Lulut wilayah Kota Banjarmasin terdiri dari beberapa instansi terkait

sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawabh ini:

Tabel 4.1 Susunan Tim Pengadaan Tanah Kota Banjarmasin

NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM
1 Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Ketua merangkap anggota
Kepala Dinas Perumahan dan
2 Permukiman (Perkim) Kota | Sekretaris merangkap anggota
Banjarmasin
3 Asisten 11 Sekda Kota Banjarmasin | Anggota
Kepala Badan Pertanahan Nasional Anggota
4 | (BPN) Kota Banjarmasin 99
Kepala Bidang Pertanahan Dinas
5 Perumahan dan Permukiman | Anggota

(Perkim) Kota Banjarmasin
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Kepala Bagian Hukum Kota Anggota
6 | Banjarmasin 99
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7 | (Satpol PP) Anggota
8 Camat Banjarmasin Timur Anggota
9 Lurah Sungai Lulut Anggota

Tim pengadaan tanah tersebut berperan penting dalam hal pengadaan
tanah bagi pembangunan Jembatan Sungai Lulut. Pembentukan tim ini di
antaranya bertujuan untuk mengatur jalannya seluruh rangkaian proses pengadaan
tanah.

Tim pengadaan tanah tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, mengenai ketentuan pembentukan Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten/Kota beranggotakan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Dalam hal ini peraturan daerah terkait mengenai pelaksanaan pengadaan
tanah yang dilakukan masih berupa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 084 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sementara itu penulis belum
menemukan adanya peraturan ataupun keputusan khususnya untuk daerah Kota

Banjarmasin mengenai hal tersebut.
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Adapun tahapan pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk

pembangunan jembatan di wilayah Sungai Lulut Kota Banjarmasin di antaranya

adalah sebagai berikut:®

2. Sosialisasi/
1. Survey Awal Penyuluhan —>| 3. Pengukuran
|
\Z
4. Penilaian 5. Verifikasi Data |—>| 6. Rapat Tim
|
v

7. Musyawarah
Penyampaian
Besaran Ganti
Kerugian

8. Pemberian
Ganti Kerugian

Alur/Bagan 1: Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin.

Keterangan Alur/Bagan:

1. Survey Awal

Survey awal

yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Kota

Banjarmasin untuk pembangunan Jembatan Sungai Lulut bertujuan untuk

memastikan batas-batas terluar lahan wilayah Sungai Lulut yang akan

dibebaskan, mengukur dan memetakan bidang per bidang tanah juga untuk

*Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 Juni 2020.
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memastikan target dari masyarakat agar yang diundang untuk mengikuti
sosialisasi/penyuluhan adalah pihak yang tepat sasaran. Sesuai dengan isi
wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Pertanahan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin, Muhammad Rusni Beliau
mengatakan:

“Proses Pelaksanaan dimulai dari survey awal, kami mencek batas-
batas terluar lahan yang akan dibebaskan, menentukan orangnya agar
nanti yang diundang untuk sosialisasi adalah orang yang tepat, tidak
salah undang™

Mengenai tahapan ini, sudah sesuai dengan persiapan dan pelaksanaan
pengadaan tanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum Pasal 18 dan Pasal 28 yang menyatakan:

Pasal 18

(1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan
data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

(2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
pemberitahuan rencana pembangunan.

(3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan
Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf c.

Pasal 28

(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) huruf a meliputi kegiatan;
a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan

*Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 Juni 2020.
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b. Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan
Tanah.
(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Sosialisasi/Penyuluhan
Sosialisasi/Penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah Kota
Banjarmasin dalam proses pengadaan tanah pembangunan Jembatan Sungai
Lulut khususnya untuk Kelurahan Sungai Lulut sekurang-kurangnya
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 16 September 2018
untuk sosialisasi/penyuluhan pertama dan pada tanggal 14 Februari 2019
untuk sosialisasi/penyuluhan kedua bertempat di kantor kelurahan setempat.
Tahapan ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan
rencana pembangunan kepada masyarakat yang terkena dampak pembebasan
lahan serta dalam rangka untuk memperoleh persetujuan dari para pemilik
lahan yang akan dibebaskan. Kabid Pertanahan Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Banjarmasin, mengungkapkan mengenai hal ini:
“Tidak ada prosedur khusus dalam melakukan sosialisasi, hanya
berdasarkan kenyataan dan pengalaman. Tergantung bagaimana

tanggapan dan keadaan dari masyarakat yang bersangkutan, maka kami
akan menyesuaikan apa yang akan di sosialisasikan™”

Pelaksanaan sosialisasi untuk masyarakat yang terkena dampak

pembangunan jembatan di wilayah Sungai Lulut oleh Tim Pengadaan Tanah

tersebut kiranya dilakukan secara kondisional dan menyesuaikan dengan

*Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.
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keadaan masyarakat. Namun yang dimaksudkan sosialisasi dalam perundang-
undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 19
disebutkan bahwa:

(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan
kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.

Apabila diperhatikan lagi pada bagian Penjelasan dalam Undang-Undang
tersebut, maka akan kita ketahui bahwasanya:

(1) Dalam Konsultasi Publik, Instansi yang memerlukan tanah
menjelaskan antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara
perhitungan Ganti Kerugian yang akan dinilai oleh Penilai.

Ketentuan lainnya juga terdapat pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 32 di antaranya
menyatakan bahwa hal-hal yang dijelaskan oleh tim pengadaan adalah
sebagai berikut:

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;

b. Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah;

c. Peran Penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian;

d. Insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;

e. Objek yang dinilai Ganti Kerugian;

f.  Bentuk Ganti Kerugian; dan

g. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berhak
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3. Pengukuran

Setelah tahapan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat Sungai
Lulut/pihak yang berhak atas ganti rugi pembebasan lahan mengenai rencana
pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin dilaksanakan,
tahapan selanjutnya adalah melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah
yang terkena rencana pembangunan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kota Banjarmasin. BPN ini tidak lain berfungsi untuk mengeluarkan hitungan
ukuran, agar tim apparsial bisa mengetahui nilai dari pembebasan lahan yang
akan diberikan. Tahapan ini dilakukan pada tanggal 21 November 2018
dengan total luas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jembatan
Sungai Lulut di wilayah Kota Banjarmasin +1424 M? untuk 17 buah persil
lahan khusus wilayah pembangunan Jembatan Sungai Gardu Il Kelurahan
Sungai Lulut Kota Banjarmasin.®

Tahapan pengukuran ini dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
termasuk dalam bagian tahapan Inventarisasi dan ldentifikasi Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah yakni Pengukuran dan
pemetaan bidang per bidang tanah. Namun pada pelaksanaanya dilakukan

secara terpisah dengan yang seharusnya.

®Melly, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas Permukiman dan
Perumahan (Perkim) Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Juni 2020.
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4. Penilaian

Tahapan penilaian ini dilaksanakan setelah dilakukan penunjukan tim
penilai, yakni tim penilai apparsial independen dari Kantor Jasa Penilai
Publik (KJPP) Kota Banjarmasin. Tim penilai ini bertanggung jawab dalam
penilaian aset yang terkena proyek pemerintah, dengan cara menilai atas
bidang per bidang tanah dari hasil ukur yang disampaikan oleh BPN meliputi
luas tanah, kondisi bangunan, dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah
tersebut.

“Hasil ukur dari BPN Banjarmasin selanjutnya diserahkan kepada tim
apparsial untuk menghitung nilai harganya agar bisa disampaikan
kepada masyarakat”
“Setiap persil mendapatkan nilai ganti rugi yang berbeda-beda,
menyesuaikan dengan dokumen, kondisi bangunan, dan luas lahan. Jadi
nilainya bervariasi”’

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum disebutkan bahwa tim penilai adalah pihak yang
melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat
izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari
Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
Dalam hal ini itu berarti bahwasanya tim pengadaan tanah untuk

pembangunan Jembatan Sungai Lulut ini sudah melakukan sebagaimana yang

diatur dalam perundang-undangan, yakni tidak melakukan penilaian sendiri

"Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 Juni 2020.
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melainkan menunjuk tim khusus yang kompeten di bidang tersebut untuk
menilai objek pengadaan tanah.
5. Verifikasi Data
Tahapan verifikasi data ini bertujuan untuk memastikan dan mengetahui
secara jelas dan terperinci mengenai kondisi fisik dan nonfisik lahan yang
terkena pembangunan Jembatan Sungai Lulut, seperti memastikan adanya
bukti kepemilikan suatu tanah, jenis hak, dan sebagainya.
“Verifikasi data itu contohnya seperti ini, kami ingin memastikan surat-
menyurat pemilik, benar atau tidaknya, asli atau tidaknya, apakah
termasuk waris atau bukan, dan sebagainya” 8
Tahapan ini lebih lengkapnya dijelaskan dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang masih
termasuk ke dalam tahapan inventarisasi dan identifikasi data-data di
antaranya melaksanakan pengumpulan data paling kurang:
a. Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak;
b. Nomor Induk kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang
berhak;
c. Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman
dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;

d. Letak tanah, luas tanah, dan nomor identifikasi bidang;

e. Status tanah dan dokumentasinya;

®Ibid.,
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f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
g. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain
yang berkaitan dengan tanah;

h. Pembebanan hak atas tanah; dan

i. Ruang atas dan ruang bawah tanah.

Kemudian hasil pendataan di atas akan digunakan dalam penentuan nilai
ganti kerugian.
6. Rapat Tim

Tahapan ini dikatakan Kabid Pertanahan Disperkim Kota Banjarmasin
boleh dilaksanakan sebelum ataupun sesudah verifikasi data. Tahapan ini
bertujuan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian yang akan
disampaikan kepada para penerima ganti kerugian.

“Rapat tim ini untuk menentukan atau menetapkan nilai yang akan
disampaikan ke pihak yang berhak™®

Setelah hasilnya tersebut sudah diperoleh, kemudian diumumkan oleh
Tim Pengadaan Tanah melalui media massa, juga melalui kantor lurah
setempat dalam hal ini Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberikan
kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atas hasil

pendataan tersebut.

*Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 Juni 2020.
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Mengenai tahapan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum Pasal 63 ayat (1) menyatakan:

Pasal 63

(1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa
penilai atau penilai publik.

Namun dalam hal ini, tim pengadaan tanah untuk pembangunan
Jembatan di wilayah Sungai Lulut dalam menentukan besaran nilai ganti
kerugian tidak hanya dilakukan oleh ketua pelaksana saja, melainkan
melibatkan keseluruhan panitia pelaksana.

7. Musyawarah Penyampaian dan Penetapan Besaran Ganti Kerugian

Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting, karena menyangkut
kepentingan berbagai pihak. Pelaksanaan musyawarah penyampaian dan
penetapan besaran ganti kerugian pengadaan tanah dalam pembangunan
Jembatan Sungai Lulut khusus kawasan pembangunan Jembatan Sungai
Gardu II, dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 di kantor Kelurahan Sungai
Lulut, Banjarmasin Timur. Dalam musyawarah ini tim pengadaan tanah
menyampaikan besaran nilai ganti kerugian dari hasil penilaian ganti kerugian
yang telah ditentukan sebelumnya pada saat rapat tim.

Menurut Pemerintah Kota Banjarmasin, besaran nilai ganti rugi yang
diberikan sudah sesuai dengan harga pasaran tanah dan bahkan umumnya

lebih besar, sehingga ditetapkan besaran nilai ganti kerugian untuk pengadaan

tanah pembangunan Jembatan Sungai Lulut dengan nilai tertinggi yaitu
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sebesar Rp823.400.000,- dan yang terendah sebesar Rp11.200.000,- namun
hal tersebut tidak langsung disetujui oleh masyarakat pihak yang berhak,
beberapa dari mereka meminta harga yang lebih dari yang ditetapkan oleh
Tim Pengadaan Tanah. Dalam pembangunan Jembatan Sungai Gardu Il ini
kurang lebihnya pada awal pelaksanaan ganti rugi, ada 2 orang warga yang
secara terang tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan, hingga Tim
Pengadaan Tanah perlu melakukan pendekatan-pendekatan secara personal
kepada orang yang tidak sepakat dengan besaran nilai ganti rugi. Namun
pendekatan yang dilakukan tersebut tidak akan merubah nilai harga ganti
rugi, hanya pendekatan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat
terkait.
“Pada awalnya ada beberapa yang menolak nilai yang kami berikan.
Sehingga perlu dilakukan pendekatan, tetapi harga tidak akan berubah
walaupun dilakukan pendekatan saat mereka tidak setuju dengan harga
yang ditetapkan. Kami hanya memberikan pengertian kepada mereka,
dan harga tidak akan kami naikkan, nilai ganti rugi tetap menyesuaikan
dengan keadaan tanah dan bangunan yang ada”*°
Musyawarah merupakan cara terbaik untuk mencapai kesepakatan antara
pemilik tanah dengan lembaga yang menjalankan proses pengadaan tanah,
yang mana hasilnya akan menjadi keputusan tertinggi dan tidak bisa diganggu
gugat.
Mengenai Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian ini

tertuang dalam Pasal 37-39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

®Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 Juni 2020.
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Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum. juga pada pasal 68-73 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

8. Pemberian Ganti Kerugian

Setelah dilakukan tahapan musyawarah penyampaian dan penetapan
besaran ganti rugi, maka bagi masyarakat pemilik tanah di wilayah Sungai
Lulut Kota Banjarmasin yang sudah setuju dengan harga yang ditetapkan
akan mendapatkan uang ganti rugi melalui bank yang sudah ditentukan oleh
tim pengadaan tanah.

Bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin
umumnya hanya berbentuk uang, karena Pemerintah Kota Banjarmasin tidak
ada pilihan lain selain menggunakan uang.

“Pemerintah Kota Banjarmasin tidak punya pilihan lain selain
memberikan ganti rugi dalam bentuk uang, sebenarnya ada bentuk ganti
rugi lain seperti, relokasi, saham, dan lain-lain. Tapi pemerintah tidak
mempunyai hal tersebut.”*

Adapun agenda yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, pembayaran ganti rugi untuk pemilik lahan
pembangunan jembatan di wilayah Sungai Lulut khususnya di sekitar

Jembatan Sungai Gardu Il dilakukan dengan sistem dana transfer rekening

yang dijadwalkan pada tanggal 25-26 Juni 2019 di Bank Kalsel Pusat, di

“Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.
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Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin. Masyarakat penerima ganti kerugian akan dibuatkan rekening
tabungan baru untuk memudahkan menerima besaran ganti rugi tanpa harus
takut adanya biaya-biaya yang disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 disebutkan bahwa “Pemberian ganti kerugian atas objek
pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.” Pembayaran
ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan peningkatan
infrastruktur jembatan di wilayah Sungai Lulut Kota Banjarmasin secara
keseluruhan selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019. Total Besaran
nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin senilai
Rp5.757.300.000,- untuk 17 buah/persil lahan yang dibebaskan dengan total
luas tanah sebanyak 1.424 M?, 2

Setelah semua tahapan dilakukan, maka sebagaimana Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti

Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Secara keseluruhan mengenai tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dalam

pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin diatas penulis kira sudah

hampir sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada sepertihalnya dalam Undang-

“Melly, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas Permukiman dan
Perumahan (Perkim) Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 3 Juni 2020.
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Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan
Umum, sebagai berikut:

Pasal 13
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui
tahapan:
a. Perencanaan;
b. Persiapan;
c. Pelaksanaan;
d. Penyerahan hasil.
Pasal 27
(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah;
b. Penilaian Ganti Kerugian;
c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
e. Pelepasan tanah Instansi.
Hanya saja ada beberapa pelaksanaan dalam tahapan-tahapan pengadaan

tanah tersebut yang kurang berkesesuaian dengan yang seharusnya. Contohnya
dari yang penulis amati adalah mengenai penyampaian hasil per tiap tahapannya
juga kebebasan Pihak yang Berhak dalam menyampaikan keberatan atas hasil-
hasil setiap tahapannya. Dari peraturan-peraturan yang ada, menurut pengamatan
penulis sepertihalnya dalam hal konsultasi publik rencana pembangunan, apabila
pihak yang berhak keberatan dengan rencana lokasi pembangunan tersebut maka
ia bisa mengajukan keberatan dan bahkan akan dilakukan konsultasi publik ulang,
dan apabila masih keberatan maka selanjutnya akan dibentuk tim khusus untuk
melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan tersebut. Juga
mengenai hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah juga seharusnya wajib diumumkan kembali, dan apabila
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pihak yang berhak tidak menerima dengan hasil tersebut, maka ia juga dapat
mengajukan keberatan.

Sedangkan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan
Jembatan Sungai Lulut dari data yang penulis dapatkan adalah hal tersebut tidak
terjadi, mereka hanya bisa menyampaikan keberataan pada saat musyawarah
penetapan besaran nilai ganti rugi, padahal dalam Islam diajarkan untuk
memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta meminimalisir terjadinya
permasalahan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi Kriteria

kepentingan umum dan melibatsertakan masyarakat umum.

B. Permasalahan dalam Proses Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan Jembatan Sungai Lulut dan Upaya Penyelesaian
Permasalahan.

Permasalahan akan selalu ada, tidak terkecuali dalam pelaksanaan ganti
rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya
pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin ini. Adapun
permasalahan-permasalahan yang penulis dapatkan di antaranya adalah sebagai
berikut:

1. Pembebasan Lahan di Jalur Hijau.
Lahan di jalur hijau merupakan tanah di perkotaan yang dikuasai oleh
negara dan sewaktu-waktu bisa digunakan oleh untuk perluasan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) tidak bisa dimiliki secara individu karena mempunyai

fungsi sosial bagi masyarakat banyak.
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Hal ini kiranya menjadi pemicu utama adanya perbedaan besaran nilai
ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang berhak dan menjadi salah
satu permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah pada
pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin. Seperti yang Kita
ketahui, pada pembangunan Jembatan Sungai Lulut ini untuk lahan yang
dibebaskan ada yang terletak di daratan, juga ada yang terletak di bantaran
sungai yang dianggap jalur hijau. Seperti yang menjadi kekhawatiran salah
seorang warga yang terdampak pembangunan berikut:

Dinnah, warga Jalan Veteran, RT.03 Sungai Lulut, Kota
Banjarmasin mengaku sangat cemas dengan adanya pembangunan
Jembatan Sungai Lulut tersebut. Satu sisi ia menerima dan berharap
adanya perbaikan pada jembatan tersebut. Namun di sisi lain, bangunan
miliknya terdampak proyek jembatan. Warung makan yang
dijalankannya puluhan tahun itu akan diratakan dengan tanah dan tak
lagi berdiri di lokasi yang sama. Selain itu, posisi warung miliknya pun
tepat berada di atas air. la menyadari warungnya disebut berada di jalur
hijau. Dalam artian area yang tidak boleh ada bangunan. Sebagaimana
diketahui pula, kawasan di atas sungai untuk Kota Banjarmasin
memang dilarang berdiri bangunan.

Kekhawatiran lainnya yang ia rasakan adalah mengenai biaya ganti
rugi yang tidak sesuai. Ditambah lagi ujarnya, bangunan tersebut sudah
tidak memiliki segel karena segel rumahnya ikut terbakar saat insiden
kebakaran beberapa tahun silam.™

Beberapa masyarakat Sungai Lulut di antaranya mempermasalahkan hal
tersebut.
“... Kabarnya, harga lahan dan bangunan yang berada di bantaran

sungai dengan yang berada di darat berbeda, mungkin dianggap jalur
hijau” ucap Hj. Halimah™*

Bhttps://banjarmasin.tribunnews.com/2019/05/02/warga-sungai-lulut-banjarmasin-
waswas-ganti-rugi-lahan-rumah-mereka-berharap-harga-sesuai (05 Juni 2020)

Yhttps://jejakrekam.com/2019/06/23/warga-sungai-lulut-menanti-kepastian-ganti-rugi-
lahan-jembatan/ (05 Juni 2020)
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Hal tersebut juga penulis konfirmasi kepada Kabid Pertanahan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin, Muhammad Rusni:

“Mengenai besaran nilai ganti rugi memang berbeda, tanah yang berada

di bantaran sungai dengan yang di darat berbeda, ... untuk daerah

Sungai Gardu dibayar dengan harga 1,8 Juta/Meter untuk yang di jalur
hijau, dan 2,8 juta/Meter untuk yang di daratan.”*®

Adapun taksiran nilai harga untuk tanah yang berada di daratan dalam
pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan jembatan Sungai Lulut
Kota Banjarmasin diberikan nilai sebesar Rp2.800.000,-/M? dan untuk tanah
yang berada di bantaran sungai/jalur hijau akan diberikan nilai sebesar
Rp1.800.000,-/M?.

Hal tersebut juga telah penulis konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, kepada Bidang
Penataan Ruang untuk mengetahui apakah benar bantaran sungai di wilayah
Sungai Lulut tersebut merupakan jalur hijau, lalu mereka membenarkan
dengan memperlihatkan peta jalur hijau yang mereka miliki dan menyatakan
memang daerah tersebut termasuk dalam Rencana Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Kota Banjarmasin.*®

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Sungai, Pasal 2 ayat (3) yang disana menyatakan:

“Kegiatan yang dapat merusak fungsi sungai dilarang seperti
membangun bangunan di bantaran dan sempadan sungai kecuali untuk

“Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.

®|bu Ima, Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 Juni 2020.
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memberikan perlindungan terhadap sungai dan manfaat lainnya yang
sifatnya tidak merusak sungai”

Hal ini bisa dikatakan melanggar peraturan dan juga akan berdampak
pada berkurangnya fungsi sungai. Namun oleh Kabid Pertanahan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin, saat penulis tanyakan
mengenai tanggapannya tentang perumahan yang berada di bantaran
sungai/jalur hijau, ia mengatakan:

“Mereka pada umumnya sudah tinggal sangat lama di daerah tersebut.
Hal tersebut dikarenakan budaya, sudah menjadi tradisi orang terdahulu
kebanyakannya tinggal di atas sungai. Makanya, hal itu sudah menjadi
hal yang lumrah, paling dihimbau saja untuk berjaga-jaga apabila suatu
saat tanah tersebut akan diambil oleh pemerintah. tapi apabila ada
masyarakat yang baru-baru saja atau ingin mendirikan rumah di atas
sungai, nah itu tugas kita memberitahukan bahwasanya hal tersebut
tidak dibenarkan”*’

Dalam hal permukiman yang berada di bantaran sungai, Pasal 107 huruf
b Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035
menyatakan: dalam kawasan sempadan sungai yang telah terlanjur terjadinya
kawasan permukiman agar dilakukan penataan dan atau revitalisasi yang

mendukung kelancaran arus sungai dan Kkeasrian bantaran sungai dan

mengupayakan jalan inspeksi yang ramah lingkungan.*®

YMuhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.

Bpemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015-2035. Pasal 107 huruf b. him. 74
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Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kota
Banjarmasin mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan
Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 juga mencantumkan di antaranya
mengenai kebijakan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
Banjarmasin, di antaranya menggunakan strategi:

a. Menjaga kawasan sempadan sungai dari kerusakan;

b. Menambah ruang terbuka hijau pada kawasan yang kurang ruang

terbuka hijaunya;

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan

pengelolaan ruang terbuka hijau; dan

d. Menyediakan ruang terbuka hijau sebagai satu kesatuan ekologi

lingkungan.*

Apabila dilihat dari segi sebab-sebab kepemilikan hak atas tanah dalam
Islam, tanah di wilayah Jalur Hijau merupakan tanah yang tidak
diperbolehkan dimiliki secara individu karena bukan merupakan tanah hasil
transaksi jual beli, waris, dan bukan pula tanah yang diperbolehkan untuk
ditempati masyarakat guna mendirikan bangunan karena tanah tersebut
adalah milik negara dan seharusnya digunakan untuk kepentingan umum
yakni Ruang Terbuka Hijau.

Permasalahan mengenai lahan jalur hijau tersebut kiranya mirip dengan

permasalahan status pemilikan tanah di Kota Makkah pada zaman Rasulullah

“Pemerintah Kota Banjarmasin, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI1JM)
Kota Banjarmasin Bab.2 Profil Kota Banjarmasin, him.22
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saw. adanya pendapat yang tidak memperbolehkan tanah makkah untuk
dimiliki, karena menurut mereka tanah makkah merupakan tempat untuk
menjalankan ibadah haji dan peribadahan seluruh umat Islam, mereka
berpendapat bahwa tanah makkah haram dimiliki baik untuk sementara waktu
maupun selamanya. Oleh karena itu, tanah makkah hanya diperbolehkan
untuk tempat ibadah, dan sarana ibadah tidak boleh menjadi hak milik
pribadi.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya lahan yang termasuk
dalam kategori jalur hijau adalah seharusnya merupakan milik negara dan
tidak dibenarkan untuk dijadikan hak milik pribadi dan hanya digunakan
untuk sebesar-besarnya kepentingan umum.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut di antaranya adalah Melakukan sosialisasi mengenai jalur hijau/ruang
terbuka hijau di sepanjang bantaran sungai kepada masyarakat khususnnya
yang bertempat tinggal di jalur hijau. Memang tidak mudah untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin yang sudah
lama dan turun temurun bermukim di sepanjang bantaran sungai bahkan
sebelum ada aturan yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di
bantaran sungai, hal tersebut sudah menjadi budaya dan tradisi untuk
bermukim di atas bantaran sungai, maka dari itu perumahan di atas sungai
pada Kota Banjarmasin bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah. Dari hasil
penelitian penulis terjun langsung ke masyarakat pun, kebanyakan mereka

sudah mengetahui bahwa rumah yang mereka tinggali adalah merupakan jalur
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hijau, Namun hal ini setidaknya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat
bahwa lahan yang mereka tinggali tersebut sebenarnya menjadi hak milik
negara karena merupakan lahan yang sudah termasuk dalam rencana Ruang
Terbuka Hijau, untuk berjaga-jaga akan kemungkinan pembangunan lain
yang akan terjadi di masa mendatang dan untuk menghimbau masyarakat
untuk tidak menambah bangunan lagi, khususnya bagi masyarakat lainnya
yang masih berniat untuk membangun bangunan di pinggiran sungai untuk
mengurungkan niatnya tersebut.

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Permasalahan ini berasal dari masyarakat pemegang hak atas tanah,
yakni kurangnya kesadaran masyarakat sekitar pembangunan jembatan di
kawasan Sungai Lulut Kota Banjarmasin untuk berperan serta dalam
pembangunan dan pemahaman mereka mengenai arti kepentingan umum,
dikarenakan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi sosial hak atas tanah,
kurangnya pemahaman mengenai rencana dan tujuan pembangunan-
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yang sebelumnya telah
dilakukan penjelasan dan penyuluhan dari Tim Pengadaan Tanah, bahkan ada
diantara mereka yang lebih memilih untuk berjualan saja daripada mengikuti
sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
adalah Melakukan sosialisasi secara rutin mengenai fungsi sosial tanah dan
pembangunan untuk kepentingan umum Kkhususnya daerah rawan

pembangunan di Kota Banjarmasin. Upaya ini bertujuan untuk memberikan
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pemahaman dan pengertian kepada masyarakat agar mereka mengetahui apa

sebenarnya fungsi sosial tanah dan pentingnya pembangunan untuk

kepentingan umum, karena terkait kepentingan bersama.

3. Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah / tim
pengadaan tanah.

Pada kenyataannya masih ada masyarakat terkena dampak pembebasan
lahan pembangunan Jembatan Sungai Lulut yang kurang kerjasama dengan
pemerintah, mereka sudah malas melayani dan mengganggap pemerintah
menakutkan, dan kebanyakan dari mereka bahkan dengan sengaja
menghindari Tim Pengadaan Tanah yang mendatangi tempat mereka. Saat
tim pengadaan tanah datang ke tempat mereka, mereka malah tidak ada di
tempat, hal tersebut sering sekali terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Muhammad Rusni, mengatakan :

“Masyarakat kurang kooperatif, misalnya kami datang untuk menilai
tanah dan bangunan mereka, orangnya malah tidak ada ditempat. Jadi
akan kami nilai seadanya seperti bangunan segi empat, layaknya rumah
kosong. Lalu setelah kami sampaikan hasil penilaiannya, mereka protes
karena menurut mereka rumahnya bagus, padahal bagaimana kami
mengetahui keadaan yang sebenarnya kalau kami tidak melihat
langsung isi dalam rumah tersebut. Makanya kami perlu berkali-kali
melakukan penilaian ulang, hal tersebut jelas sangat menghambat

proses pengadaan tanah. Padahal sudah diberitahukan bahwa pada saat

kami datang untuk menilai, mereka harus ada di lapangan untuk

mendampingi”?

Hal tersebutlah yang kiranya menyebabkan rendahnya nilai ganti rugi,

dan pada saat diumumkan mengenai besaran nilai ganti rugi mereka

“Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.
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kebanyakan protes karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi tanah dan
bangunan yang mereka miliki. Padahal diawal, Tim Pengadaan Tanah Kota
Banjarmasin sudah mengirimkan undangan dan sosialisasi, tim pengadaan
tanah memberitahukan bahwa akan melakukan penilaian tanah dan bangunan
untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian dan masyarakat diminta untuk
mendampingi langsung pada saat proses penilaian tersebut, tapi kenyataannya
mereka tidak ada di lapangan pada saat waktu yang ditentukan.

Perilaku masyarakat ini jelas membuat tahapan yang dilakukan harus
dilakukan secara berulang-ulang dan memperlambat proses pengadaan tanah,
jadi diharapkan untuk kedepannya masyarakat turut meningkatkan
kerjasamanya dengan pemerintah dan mengubah perspektif mengenai
pemerintah agar proses yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai keinginan.

4. Lahan tanpa adanya bukti kepemilikan yang jelas.

Permasalahan ini terjadi pada pelaksanaan pengadaan tanah dalam
pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin, masih banyak di
antaranya kasus-kasus pembebasan lahan, yang mana pemilik lahan mengakui
tidak memiliki bukti kepemilikan dikarenakan lahan tersebut adalah warisan
pemberian orang tua, milik keluarga, suratnya hilang, terbakar dan
sebagainya.

“Untuk lahan tanpa bukti kepemilikan maka tidak akan diganti nilai

tanahnya, paling diganti senilai bangunan di atas lahan yang
dibebaskan. Bila ada bukti kepemilikan baru diganti nilai tanahnya”**

“'Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.



82

Selain nilai ganti rugi yang tidak diberikan karena tidak memiliki bukti
kepemilikan yang jelas, dampak lainnya juga menjadikan tim pengadaan
tanah sulit menentukan siapa pihak yang berhak mendapatkan nilai ganti rugi.
contohnya seperti kasus rumah di daerah pembangunan jembatan Sungai
Lulut tepatnya Sungai Gardu Il yang merupakan objek waris, dimana ahli
waris tidak menindaklanjuti dengan proses balik nama, sehingga antara bukti
kepemilikan dengan kenyataan berbeda. Hal ini tentu akan memerlukan
penelusuran lagi siapa saja yang termasuk kategori pihak yang berhak atas
ganti rugi yang diberikan.

Hal ini kiranya masuk dalam kategori sangat penting, untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan salah satu konflik yang terjadi dalam
proses pembangunan jembatan Sungai Lulut ini di antaranya adalah adanya
pertikaian keluarga antar ahli waris yang memperebutkan ganti rugi hingga
akhirnya berujung dengan kasus pembunuhan. Sebagaimana yang dijelaskan
oleh Ibu Melly, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin, ia mengatakan:

“Kalau tidak salah atas nama Romansih, di Sungai Gardu II. hal
tersebut merupakan konflik keluarga, tidak ada tanahnya, jadi yang
lama mendiami itu yang kami berikan ganti rugi nilai bangunan.
Tapi ternyata, bangunannya itu adalah hak milik orang tua (warisan)
dan yang mendapatkan bayaran tidak mau berbagi dengan saudara

yang lain hingga akhirnya terjadi pembunuhan antar saudara
tersebut.”??

“Melly, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan
Permukiman (Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.
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Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai hal tersebut, ini terjadi
dikarenakan kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat khususnya
ahli waris mengenai pentingnya balik nama atas bukti kepemilikan objek
salah satunya yang menjadi harta waris, mereka tidak memikirkan akibat
hukum yang akan terjadi apabila tidak dilakukannya balik nama tersebut.
Selain itu juga ada masyarakat yang memang sudah mengetahui namun
mereka malas untuk melakukannya karena tidak mau berurusan dengan
lembaga-lembaga yang menurut mereka prosesnya akan lama dan
membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hal tersebut tentu menjadi suatu kendala bagi tim pengadaan tanah,
dalam menetapkan pihak mana yang berhak menerima ganti rugi atas tanah
yang dibebaskan tersebut.

Upaya yang bisa dilakukan dalam menanggapi permasalahan ini
khususnya diperuntukkan kepada lembaga pertanahan untuk bisa
menghimbau masyarakat akan pentingnya memiliki bukti kepemilikan yang
sah secara hukum atas aset yang mereka miliki.

5. Ketidaksepakatan dengan harga yang ditetapkan.

Permasalahan ini kiranya merupakan permasalahan yang sangat sering
ditemukan dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum di manapun, tidak terkecuali dalam pelaksanaan
pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan di wilayah Sungai Lulut Kota

Banjarmasin.
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“Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan sungai lulut,
masih terkendala. Ada beberapa warga yang masih menolak nilai ganti
rugi yang ditawarkan Pemerintah Kota Banjarmasin”
“Mengenai nilai ganti rugi memang pada awalnya masih ada beberapa
warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi yang diberikan, karena
nilainya yang mereka anggap belum sesuai”

Namun hal tersebut ditanggapi oleh pemerintah sebagai hal yang lumrah

karena memang sering terjadi.

“Jika ada masyarakat yang menolak, itu hal lumrah. Namun kami tetap
melakukan pendekatan persuasif kepada mereka”

Pada awalnya beberapa masyarakat masih ada yang tidak setuju dengan
harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena menurut mereka nilai yang
ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi tanah dan bangunan yang mereka
miliki, juga nilainya dianggap masih terlalu kecil, sehingga tidak cukup untuk
melanjutkan kehidupan yang baru seperti sebelumnya.

Nur Ain, Pedagang sembako satu dari warga yang terkena pembebasan
lahan jembatan Sungai Gardu ... mengungkapkan, walaupun ia
menerima dengan adanya pembebasan lahan tersebut namun jumlah
ganti rugi yang diberikan menurutnya tidak cukup untuk membeli
rumah dan membuka usahanya lagi.

“Saya diganti 175 juta, ga cukup kalau beli rumah di daerah sini,
terpaksa pindah mencari harga yang murah..” Kamis (20/6/2019)24

Padahal dari tim pengadaan tanah sudah mempertimbangkan penentuan

besaran nilai ganti rugi sesuai dengan prosedur yang berlaku bahkan

Pemerintah Kota Banjarmasin mengakui bahwa harga yang diberikan sudah

“Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.

#https://rri.co.id/banjarmasin/ruang-publik/684715/warga-terdampak-pembebasan-lahan-
jembatan-sungai-lulut-keluhkan-biaya-ganti-rugi (06 Juni 2020)
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di atas harga pasaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Pertanahan,
Muhammad Rusni saat penulis melakukan wawancara:

“Pada umumnya nilai ganti rugi yang diberikan itu di atas harga

Namun menurut masyarakat nilai tersebut masih belum sesuai dengan
kerugian yang mereka dapatkan. Pada permasalahan ini, pemerintah tetap
melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang awalnya tidak
sepakat dengan nilai yang ditentukan, beberapa ada yang menyarankan agar
pemerintah menaikkan nilai ganti rugi untuk warga yang tidak sepakat agar
mereka menerima ganti rugi tersebut. Sebagaimana hal berikut:

“... Satu orang tidak setuju. Alasannya, dia menilai nominalnya tidak
pantas” ungkap ketua RT.03 Jamri.

la menyarankan agar pemko mau kembali membuka meja negosiasi.
“tambah sedikit uangnya, yang menolak ini pasti mau menerima...”
jelasnya (mr-154/fud/ema)®®

Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan, pendekatan tetap dilakukan
namun tidak akan merubah besaran nilai ganti rugi, hanya memberikan
berupa pengertian kepada masyarakat. Besaran nilai ganti rugi tetaplah sesuai
dengan letak dan keadaan bangunan di atasnya.?’ Dalam Islam mengenai

pengadaan tanah tersebut dikatakan bahwasanya untuk memenuhi

kemaslahatan untuk semua pihak, pemimpin dalam hal ini harus mencari

“Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.

“https://kalsel.prokal.co/read/news/24608-pembebasan-sungai-lulut-telan-rp30-miliar-
sisa-1-warga-menolak

“’Muhammad Rusni, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman
(Perkim) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.
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jalan terbaik sehingga tidak merugikan pihak tertentu dan tidak dibenarkan
mencabut hak orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya.

Islam memberikan jaminan mengenai perlindungan hak bagi setiap
orang, setiap pemilik hak boleh menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran
hak, ia berhak mendapatkan ganti rugi/kompensasi yang sepadan dengan
haknya. Namun menurut penulis Kiranya ini perlu kesadaran kedua belah
pihak, dari tim pengadaan tanah harus lebih memahami lagi mengenai kondisi
dan keinginan masyarakat dalam memperoleh ganti rugi yang layak dan adil,
mereka menuntut dengan harga yang lebih tinggi dikarenakan masyarakat
ingin memperoleh ganti rugi yang memungkinkan mereka untuk membangun
kembali kehidupan mereka di tempat yang baru. Walaupun sudah diakui tim
pengadaan tanah bahwa mereka memberikan nilai ganti rugi berdasarkan
harga pasar, bahkan di atas harga pasar. Hal tersebut kiranya juga harus
diimbangi dengan kesadaran masyarakat, agar tidak hanya menuntut hak-
haknya, namun juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan
benar, seperti memiliki bukti kepemilikan yang sah di depan hukum, dan
memperhatikan letak tanah yang mereka miliki.

Mengenai hal ini Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Kota
Banjarmasin khususnya yang terkena pembebasan lahan pembangunan
Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin pada umumnya menyetujui dan
mendukung dengan adanya pelaksanaan berbagai pembangunan jembatan di
daerah tersebut. Namun yang mereka kecewakan adalah mengenai pemberian

ganti kerugian yang menurut mereka sangat tidak sesuai, walaupun pada
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akhirnya masyarakat hanya bisa pasrah melepaskan lahannya dengan nilai
ganti rugi yang telah ditetapkan. Di samping itu pemerintah kedepannya
diharapkan bisa memberikan ganti rugi yang layak dan sesuai dengan harga
pasar pada saat itu bahkan apabila perlu sesuai dengan harga pasar pada
waktu yang akan datang agar mereka tidak merasa rugi bahkan sebaliknya,
sehingga asas kesejahteraan dalam pengadaan tanah bisa terealisasikan.

Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan
tersebut adalah berupa pendekatan secara personal, yang mana hal ini
bertujuan untuk membujuk masyarakat yang tidak sepakat dengan besaran
nilai ganti rugi yang ditetapkan agar mau melepaskan lahannya, tanpa melalui
proses pengadilan. Tim Pengadaan Tanah haruslah mengutamakan
penggunaan cara musyawarah untuk mufakat agar mendapatkan hasil yang
sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Mengenai musyawarah disebutkan dalam Pasal 6 ayat
(2) yang mana dapat dijadikan acuan demi tercapainya kesepakatan dengan
seadil-adilnya.

6. Kurangnya waktu pelaksanaan pengadaan tanah.

Permasalahan internal yang dialami oleh Tim Pengadaan Tanah Kota
Banjarmasin adalah sedikitnya waktu yang diberikan oleh pemerintah
provinsi dan pemerintah kota kepada tim pengadaan tanah.

“Dan yang menjadi kendala internal secara signifikan adalah masalah

waktu, karena keinginan pemprov dan pemko ingin cepat. Saat itu kami
hanya diberi waktu 3 bulan, sedangkan pada kenyataannya baru bisa
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selesai dilaksanakan sekitar 6 bulan karena tahapan-tahapan pengadaan
tanah tidak bisa double action (beberapa kegiatan dilakukan pada satu
waktu) tetapi harus runtut tahapan per tahapannya”.28

Dari yang penulis dapatkan setelah melakukan pengamatan mengenai
lama jangka waktu tahapan per tahapan khususnya dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, yang penulis rinci di antaranya sebagai berikut:

a. Pendataan Awal, dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.

b. Konsultasi Publik, dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh)
hari kerja.

c. Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah, dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja. Pengumuman hasil dilakukan dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja.

d. Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Objek Pengadaan Tanah,
dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja.

Rincian tersebut di atas adalah waktu maksimal pelaksanaan pengadaan
tanah namun belum ditambah dengan adanya keberatan-keberatan yang juga
mengharuskan terjadinya tahapan-tahapan tertentu. Juga setelah penulis
mengetahui bahwa pelaksanaan tahapan pengadaan tanah adalah harus

dilakukan secara runtut, maka waktu yang diberikan oleh instansi yang

*Melly, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan Dinas Permukiman dan
Perumahan (Perkim) Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 8 April 2020.
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memerlukan tanah, kiranya harus disesuaikan dengan prosedur yang ada

dengan sewajar-wajarnya.

Secara keseluruhan mengenai permasalahan ganti rugi kiranya harus

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam figih Islam, di

antaranya:

1. Penentuan ganti rugi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

2. Harus jelas tujuan maksud dilaksanakannya pelepasan hak dengan ganti
rugi tersebut agar tidak ada kesalahpahaman antar pihak di masa yang
akan datang.

3. Harus saling ridha antar pihak tanpa adanya unsur paksaan ataupun

tipuan.

Adapun mengenai upaya penyelesaian permasalahan tersebut sebagaimana

yang telah ada dalam hukum Islam, terdapat beberapa point di antaranya yaitu:

1.

Menjaga keharmonisan antar sesama, dalam penentuan besaran nilai
ganti rugi, pihak yang dibebaskan lahannya haruslah dihormati atas
kesediaannya dalam mengorbankan haknya demi kepentingan umum.
sehingga harus diberikan timbal balik yang sesuai sekiranya bisa
meningkatkan taraf hidupnya, bukan sebaliknya.

Keadilan, pemerintah sudah seharusnya lebih memperhatikan lagi
mengenai point keadilan ini, menyeimbangkan antara apa yang sudah di
korbankan oleh pemilik lahan dengan apa yang seharusnya ia terima atas

pengorbanannya tersebut.
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3. Memiliki nilai manfaat dan meninggalkan nilai mudharat, pengadaan
tanah yang ditujukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum,
jangan sampai justru menyengsarakan masyarakat.

4. Kesukarelaan, sebagaimana figih Islam memandang bahwa pada
dasarnya pembebasan lahan untuk kepentingan umum hanya bisa
dilaksanakan berdasarkan prinsip kesukarelaan dari pihak pemilik.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya pelaksaaan ganti rugi dalam pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu memperhatikan lagi
point-point di atas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, keberlangsungan

hidup mereka yang terkena dampak pembangunan.



